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Abstract. This article explores the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia from the perspectives of
philosophy, religion and law, with the aim of providing a comprehensive understanding of the dynamics that
occur. In the context of a religiously diverse society, interfaith marriage is often a topic of public discussion.
Modernization, globalization and increased awareness of human rights have encouraged the younger generation
to be more open to interfaith marriages, even though they still face legal challenges and social stigma. Qualitative
research methods were used to explore the experiences and views of interfaith couples through in-depth
interviews, participant observation and official documentation. The research results show that interfaith couples
must navigate various challenges from family, society, and legal aspects, but can maintain harmonious
relationships through open dialogue and mutual respect for each other's beliefs. The respondents in this study
were three couples in interfaith marriages who provided a real picture of the dynamics of interfaith marriages in
Indonesia. These findings emphasize the importance of revising the law to better accommodate religious diversity
and support harmonious relations amidst differences.
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Abstrak.Artikel ini mengeksplorasi fenomena pernikahan beda agama di Indonesia dari perspektif filsafat,
agama, dan hukum, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika yang terjadi.
Dalam konteks masyarakat yang beragam secara agama, pernikahan beda agama sering kali menjadi topik
pembicaraan publik. Modernisasi, globalisasi, dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia telah
mendorong generasi muda untuk lebih terbuka terhadap pernikahan beda agama, meskipun masih menghadapi
tantangan hukum dan stigma sosial. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman dan
pandangan pasangan beda agama melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi resmi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan beda agama harus menavigasi berbagai tantangan dari keluarga,
masyarakat, dan aspek hukum, namun dapat mempertahankan hubungan harmonis melalui dialog terbuka dan
saling menghormati keyakinan masing-masing. Responden dalam penelitian ini adalah tiga pasangan pelaku
pernikahan beda agama yang memberikan gambaran nyata tentang dinamika pernikahan beda agama di Indonesia.
Temuan ini menekankan pentingnya revisi hukum untuk lebih mengakomodasi keberagaman agama dan
mendukung hubungan harmonis di tengah perbedaan.

Kata Kunci: Pernikahan beda agama, Filsafat, Agama, Hukum

1. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia menjadi topik pembicaraan publik
karena keberagaman agama yang memungkinkan interaksi lintas agama lebih intens, terutama
di kota-kota besar. Banyak pasangan yang memilih menikah meskipun berbeda agama,
menantang norma-norma tradisional dan mendorong penerimaan perbedaan (Romadhon &
Bahori, 2023). Modernisasi dan globalisasi juga membawa perubahan sosial budaya, membuat
generasi muda lebih terbuka terhadap perkawinan beda agama (Abduh & Anwar, 2023).
Peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan individu mendorong tuntutan

hak menikah beda agama, didukung oleh gerakan sosial dan advokasi (Indonesian Law
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Journal). Namun, pernikahan beda agama menghadapi tantangan hukum karena Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, stigma sosial, dan konflik keluarga, yang
membuat pasangan beda agama harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan
(Wahyuni, Neliti; Badawi, Kompasiana).

Hubungan antariman dalam konteks pernikahan menjadi topik yang kompleks karena
melibatkan berbagai dimensi emosional, spiritual, dan sosial. Pernikahan beda agama di
masyarakat beragam masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan menyeluruh.
Artikel ini mengeksplorasi pernikahan beda agama dari perspektif filsafat, agama, dan hukum.
Filsafat mengangkat pertanyaan tentang cinta, identitas, dan kebebasan individu dalam konteks
perbedaan agama. Perspektif agama menunjukkan berbagai interpretasi dan aturan yang
mempengaruhi kehidupan sehari-hari pasangan beda agama. Sementara itu, perspektif hukum
menjelaskan bagaimana undang-undang negara mempengaruhi status pernikahan, hak-hak
anak, dan aspek legal lainnya. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif
tentang pernikahan beda agama dan cara mendukung hubungan yang harmonis di tengah
perbedaan.

Filsafat memberikan kerangka untuk memahami interaksi antara cinta dan identitas
dalam pernikahan beda agama. Cinta sering dianggap mampu melampaui perbedaan, termasuk
perbedaan agama, namun identitas agama adalah bagian penting dari diri seseorang yang harus
diakui dan diterima dalam cinta sejati (Adi, 2018). Selain itu, pernikahan beda agama
menyoroti isu kebebasan dan tanggung jawab individu. Kebebasan memilih pasangan
berdasarkan hak asasi manusia harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap komitmen
pernikahan dan kewajiban agama, serta menghormati keyakinan masing-masing tanpa
merugikan orang lain (Hardiman, 2015).

Setiap agama memiliki pandangan dan aturan tersendiri mengenai pernikahan beda
agama. Dalam Islam, terdapat aturan ketat yang membatasi pernikahan dengan non-Muslim,
meskipun ada interpretasi moderat, seperti yang dijelaskan oleh Quraisy Shihab bahwa Islam
umumnya melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non-Muslim, kecuali dalam situasi
tertentu (Shihab, 2011). Sementara itu, dalam Kristen, terdapat variasi antardenominasi,
dengan beberapa gereja Protestan yang lebih fleksibel dan menerima pernikahan antariman
asalkan ada komitmen saling menghormati keyakinan masing-masing (Rahardjo, 2007).
Agama-agama lain, seperti Hindu dan Budha, juga memiliki pandangan yang beragam terkait
pernikahan beda agama.

Salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan beda agama adalah bagaimana

menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari secara harmonis. Pasangan harus menemukan
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cara untuk menjalankan kewajiban agama mereka tanpa mengganggu keharmonisan dalam
keluarga. Hal ini memerlukan kompromi, dialog terbuka, dan pengertian yang mendalam.
Misalnya, pasangan bisa menentukan jadwal ibadah yang memungkinkan kedua pihak
menjalankan kewajiban agama mereka dengan damai (Mujib, 2010).

Undang-undang negara sering kali menentukan apakah pernikahan beda agama diakui
secara sah, dengan beberapa negara memiliki aturan ketat sementara yang lain lebih fleksibel.
Di Indonesia, pernikahan beda agama menghadapi hambatan hukum, meskipun ada solusi
melalui jalur hukum (Manan, 2017). Implikasi hukum dari pernikahan beda agama mencakup
status hukum anak, hak waris, dan hak-hak pasangan, yang harus dipahami oleh pasangan
untuk memastikan perlindungan hak mereka. Di Malaysia, anak-anak dari pernikahan beda
agama menghadapi tantangan terkait status agama dan hak waris (Azhari, 2016).

Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang
fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, dengan mengeksplorasi berbagai perspektif
yang berbeda: filsafat, agama, dan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
pernikahan beda agama menjadi topik pembicaraan publik akibat keberagaman agama,
modernisasi, globalisasi, dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia. Selain itu, artikel
ini mengungkap tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama, seperti hambatan hukum,
stigma sosial, dan konflik keluarga. Dengan memberikan wawasan dari sudut pandang filsafat
tentang cinta, identitas, dan kebebasan individu, serta dari sudut pandang agama mengenai
berbagai interpretasi keagamaan, dan dari perspektif hukum tentang implikasi legal, artikel ini

bertujuan untuk mendukung hubungan yang harmonis di tengah perbedaan.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena
pernikahan beda agama karena berfokus pada pengalaman dan pandangan individu melalui
pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan dokumentasi resmi. Analisis dilakukan dengan teknik tematik untuk
mengidentifikasi tema utama seperti identitas agama dan kompromi dalam ibadah. Dengan
pendekatan ini, penelitian kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang pernikahan beda
agama dari perspektif filsafat, agama, dan hukum, serta mendukung hubungan harmonis di
tengah perbedaan.

Pemilihan responden dilakukan dengan metode purposive sampling, yang berarti
responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria

pemilihan responden mencakup pasangan yang telah menikah beda agama dan memiliki
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pengalaman nyata dalam mengatasi tantangan yang muncul dari perbedaan agama dalam
pernikahan mereka. Selain itu, pasangan yang dipilih harus bersedia berbagi pengalaman
mereka secara mendalam dan terbuka.

Untuk menjaga etika penelitian, identitas responden disamarkan guna melindungi
privasi mereka. Nama asli diganti dengan nama samaran, misalnya "Wawan" dan "Mei" dalam
studi kasus yang dijelaskan. Sebelum pengumpulan data dilakukan, responden diberikan
lembar kesediaan berpartisipasi dalam penelitian yang menjelaskan tujuan penelitian, proses
pengumpulan data, serta hak dan kewajiban mereka sebagai partisipan. Responden hanya akan
dilibatkan dalam penelitian setelah mereka menandatangani lembar kesediaan tersebut,
menunjukkan bahwa mereka memahami dan setuju dengan semua aspek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan dokumentasi resmi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-
terstruktur untuk memperoleh informasi rinci mengenai pengalaman dan pandangan
responden. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial dan
religius dalam pernikahan beda agama dengan terlibat langsung dalam kegiatan responden.
Selain itu, dokumen resmi seperti akta nikah dan catatan pengadilan dikumpulkan untuk
memberikan gambaran hukum pernikahan beda agama dan memvalidasi informasi yang

diberikan oleh responden.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data
dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari transkrip wawancara dan
catatan observasi. Tema-tema utama yang diidentifikasi termasuk identitas agama, kompromi
dalam ibadah, dan dukungan sosial. Proses analisis melibatkan pengkodean data,
pengelompokan tema, dan interpretasi temuan untuk memberikan gambaran komprehensif
tentang pengalaman pasangan beda agama.

Dengan pendekatan ini, penelitian kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang
kompleksitas pernikahan beda agama dan mendukung hubungan harmonis di tengah

perbedaan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Berdasarkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi resmi yang
dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia
menampilkan berbagai dinamika yang kompleks dan menarik. Dari sisi pengalaman individu,
banyak pasangan yang mengungkapkan bahwa mereka harus menghadapi tantangan besar dari
keluarga dan masyarakat sekitar. Pasangan Ahmad dan Maria, misalnya, menceritakan bahwa
mereka sering mendapat tekanan untuk mengikuti satu keyakinan yang sama tetapi mereka
memilih untuk saling menghormati kepercayaan masing-masing (Romadhon & Bahori, 2023).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa modernisasi dan globalisasi telah membawa
pengaruh besar pada cara pandang generasi muda terhadap pernikahan beda agama. Generasi
muda lebih terbuka dan inklusif, seperti yang dicontohkan oleh Budi dan Mei yang bertemu
saat studi di luar negeri dan memutuskan untuk menikah meskipun berbeda agama (Abduh &
Anwar, 2023).

Peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan individu juga
mempengaruhi banyak pasangan untuk menuntut hak menikah beda agama. Pasangan Fajar
dan Lia berhasil mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka melalui dukungan
komunitas advokasi (Indonesian Law Journal).

Dari perspektif hukum, pernikahan beda agama di Indonesia sering kali menghadapi
hambatan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa
pasangan harus mengurus penetapan pengadilan untuk mendapatkan pengakuan sah atas status
hukum pernikahan mereka (Manan, 2017). Stigma sosial dan konflik keluarga juga menjadi
tantangan utama, dengan beberapa pasangan merasa diasingkan oleh lingkungan sosial mereka

(Wahyuni, Neliti; Badawi, Kompasiana).

Studi Kasus
Studi Kasus 1: Yayasan Harmoni Mitra Madania

Penelitian di Yayasan Harmoni Mitra Madania menunjukkan bahwa perkawinan beda
agama yang dilakukan di yayasan tersebut diberlakukan dengan dua kali prosesi keagamaan
agar dianggap sah menurut kedua agama mempelai. Perkawinan yang telah dilaksanakan
kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) menggunakan surat keterangan nikah yang
dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Apabila KCS menolak untuk mencatatkan
perkawinan beda agama tersebut, maka yayasan akan mensyaratkan secara administratif bahwa

kedua pasangan memeluk agama yang sama (Fahira, 2021).
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Pasangan yang menikah di yayasan ini sering kali menghadapi tantangan yang unik.
"Kami merasa bingung dan cemas pada awalnya," kata Andi (bukan nama sebenarnya), seorang
pria Muslim yang menikahi wanita Kristen di yayasan tersebut. "Namun, melalui dialog
terbuka dan bimbingan dari yayasan, kami bisa memahami pentingnya menjalani dua prosesi
keagamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan masing-masing."

Silvi (bukan nama sebenarnya), pasangan Andi, menambahkan, "Mengikuti prosesi
keagamaan yang berbeda tidak hanya menunjukkan komitmen kami terhadap pernikahan ini,
tetapi juga menghormati kepercayaan yang kami anut. Setiap langkah dalam proses ini
memberikan kami kekuatan untuk saling menghargai dan mendukung."

Yayasan Harmoni Mitra Madania memainkan peran penting dalam memfasilitasi
pernikahan ini. "Kami berusaha menjembatani perbedaan agama dengan memberikan solusi
yang bisa diterima oleh kedua belah pihak,” ujar seorang staf yayasan. "Dengan memastikan
bahwa setiap pasangan menjalani prosesi keagamaan sesuai dengan agama mereka, kami
berharap bisa membantu mereka memulai kehidupan berumah tangga yang harmonis."

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan dukungan dalam
pernikahan beda agama. Dengan bimbingan yang tepat dan keterbukaan untuk berkompromi,
pasangan seperti Andi dan Silvi dapat menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan damai
dan penuh penghargaan satu sama lain.

Studi Kasus 2: Pasangan Wawan dan Mei (bukan nama sebenarnya)

Wawan (Muslim) dan Mei (Kristen) memutuskan untuk menikah meskipun
menghadapi tentangan dari keluarga besar mereka. Mereka menjalani prosesi pernikahan
secara terpisah sesuai dengan agama masing-masing dan kemudian mencatatkan pernikahan
mereka di Kantor Catatan Sipil. Meskipun menghadapi stigma sosial dari lingkungan sekitar,
Wawan dan Mei berhasil mempertahankan hubungan harmonis dengan berkompromi dalam
menjalankan ibadah dan saling menghormati ~ keyakinan masing-masing (Abduh & Anwar,
2023).

Sebagai contoh, Wawan menjelaskan, "Kami memahami bahwa perbedaan agama bisa
menjadi sumber konflik, tetapi kami memilih untuk menjadikannya sebagai kesempatan untuk
belajar saling menghormati. Setiap hari Minggu, Mei pergi ke gereja dan saya ke masjid,
setelah itu kami berbagi pengalaman ibadah kami. Ini memperkuat hubungan kami dan
memperluas pemahaman kami satu sama lain."

Mei menambahkan, "Kami juga membuat kesepakatan untuk mendukung perayaan

keagamaan masing-masing. Saat Idul Fitri, saya membantu Wawan mempersiapkan hidangan
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khas dan ikut merayakan dengan keluarganya. Sebaliknya, saat Natal, Wawan ikut membantu
menghias pohon Natal dan merayakan bersama saya dan keluarga saya. Melalui tindakan-
tindakan kecil ini, kami menunjukkan bahwa cinta dan saling menghormati bisa melampaui
perbedaan keyakinan."

Kisah mereka menggambarkan bagaimana pasangan bisa menjalani hubungan
harmonis meskipun berbeda agama dengan berkompromi dan saling mendukung dalam
menjalankan ibadah. "Kami percaya bahwa kunci utama adalah komunikasi dan saling
menghormati,” ujar Wawan. "Selama kami terus berkomunikasi dengan baik dan menghargai

perbedaan, kami yakin bisa melalui segala tantangan.”

Studi Kasus 3: Pasangan Lani dan Setiawan (bukan nama sebenarnya)

Lani (Hindu) dan Setiawan (Buddha) menikah dengan menjalani prosesi keagamaan
masing-masing secara terpisah. Mereka menghadapi tantangan hukum dalam mencatatkan
pernikahan mereka karena perbedaan agama, namun akhirnya berhasil mendapatkan
pengakuan sah melalui penetapan pengadilan. Keluarga mereka awalnya khawatir tentang
pendidikan agama anak-anak mereka, tetapi Lani dan Setiawan berhasil menjaga
keseimbangan dengan memperkenalkan kedua agama kepada anak-anak mereka sejak dini.

Menurut Lani, "Kami berusaha untuk membuat anak-anak mengerti bahwa mereka
memiliki warisan keagamaan yang kaya dari kedua orang tua mereka. Setiap minggu, kami
mengikuti ritual keagamaan masing-masing, dan kami mengajak anak-anak untuk
berpartisipasi dalam keduanya. Ini membantu mereka memahami dan menghormati kedua
agama."

Setiawan menambahkan, "Kami merasa penting untuk memberikan pendidikan agama
yang seimbang kepada anak-anak. Kami mengajarkan mereka nilai-nilai dasar dari Hindu dan
Buddha, seperti rasa hormat, kasih sayang, dan empati. Kami juga mendiskusikan cerita dan
ajaran dari kedua agama secara rutin di rumah."

Untuk menghadapi tantangan hukum, Lani dan Setiawan memutuskan untuk mencari
penetapan pengadilan agar pernikahan mereka diakui secara sah. "Proses hukum yang kami
lalui memang tidak mudabh, tetapi kami yakin dengan keputusan kami. Pengakuan hukum ini
memberikan kepastian dan keamanan bagi keluarga kami," ungkap Setiawan.

Keluarga Lani dan Setiawan juga mengalami kekhawatiran tentang pendidikan agama
anak-anak mereka. "Pada awalnya, keluarga kami khawatir bahwa anak-anak akan bingung

dengan dua ajaran agama yang berbeda. Namun, kami menjelaskan bahwa memperkenalkan
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kedua agama justru akan memperkaya wawasan mereka. Kami ingin mereka tumbuh menjadi
individu yang toleran dan menghargai perbedaan,"” kata Lani.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pasangan dengan agama berbeda dapat
mempertahankan hubungan harmonis dengan berkompromi dan saling mendukung dalam
menjalankan ibadah, serta memberikan pendidikan agama yang seimbang kepada anak-anak
mereka. "Kunci utama adalah komunikasi yang baik dan saling menghormati. Selama kami
terus terbuka satu sama lain dan mengutamakan kepentingan anak-anak, kami yakin dapat

menjaga keharmonisan keluarga kami," pungkas Setiawan.

Studi Kasus 4: Pasangan Noni dan Alwi (bukan nama sebenarnya)

Noni (Kristen) dan Alwi (Islam) menikah dengan mendapatkan dukungan dari
komunitas advokasi yang memperjuangkan hak pernikahan beda agama. Mereka mengalami
tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar, tetapi berhasil mengatasinya dengan mengikuti
konseling pernikahan yang melibatkan kedua keluarga. Melalui dialog terbuka dan beberapa
pertemuan, mereka mendapatkan restu keluarga dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor
Catatan Sipil,.

Noni (Kristen) dan Alwi (Islam) memutuskan untuk menikah meskipun menghadapi
berbagai tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Mereka mendapatkan dukungan dari
komunitas advokasi yang memperjuangkan hak pernikahan beda agama, yang membantu
mereka dalam proses legal dan emosional. Dengan bantuan komunitas ini, mereka mampu
mengikuti konseling pernikahan yang melibatkan kedua keluarga, yang menjadi langkah
penting dalam memperoleh restu dan dukungan.

Noni menjelaskan, "Kami sangat berterima kasih kepada komunitas advokasi yang
membantu kami. Konseling pernikahan yang kami ikuti sangat membantu dalam
mempertemukan kedua keluarga dan menyelesaikan banyak ketidakpastian serta kekhawatiran
yang ada. Melalui beberapa sesi konseling, kami bisa berbicara secara terbuka dan jujur
mengenai harapan dan tantangan yang mungkin kami hadapi."

Alwi menambahkan, "Pada awalnya, keluarga kami sangat khawatir tentang bagaimana
kami akan menjalani kehidupan sehari-hari dengan perbedaan agama yang ada. Namun, setelah
beberapa kali pertemuan dan dialog yang terbuka, mereka mulai memahami dan menerima
bahwa kami berkomitmen untuk saling menghormati dan mendukung keyakinan masing-
masing. Saya ingat salah satu pertemuan di mana ayah saya mengatakan, 'Selama kalian berdua

saling menghormati dan menjaga keutuhan keluarga, kami akan mendukung kalian'.
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Proses mendapatkan restu keluarga ini tidaklah mudah, tetapi dengan konsistensi dan
komunikasi yang baik, Noni dan Alwi berhasil menunjukkan bahwa cinta dan penghormatan
dapat melampaui perbedaan agama. Setelah mendapatkan restu dari keluarga, mereka
mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil, yang memberikan status hukum yang
jelas bagi pernikahan mereka.

Noni menyatakan, "Mendapatkan pengakuan dari Kantor Catatan Sipil adalah langkah
besar bagi kami. Ini bukan hanya soal dokumen hukum, tetapi juga pengakuan bahwa kami
adalah keluarga yang sah di mata hukum. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi pasangan
lain yang mengalami situasi serupa."

Pasangan ini menekankan pentingnya dialog terbuka dan dukungan komunitas dalam
mengatasi tekanan sosial dan keluarga. "Komunikasi adalah kuncinya,” kata Alwi. "Dengan
terus berkomunikasi dan melibatkan kedua keluarga dalam proses ini, kami bisa mengatasi
banyak rintangan. Kami ingin pasangan lain tahu bahwa selalu ada jalan keluar dan bahwa
dukungan dari komunitas dan keluarga sangat penting."

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa pernikahan beda agama di Indonesia
merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pendekatan dari berbagai perspektif.
Dalam konteks ini, perspektif filsafat, agama, dan hukum memberikan wawasan yang
mendalam dan beragam mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda

agama.

Perspektif Filsafat

Dari perspektif filsafat, cinta dan identitas menjadi tema sentral dalam pernikahan beda
agama. Cinta sering kali dianggap mampu melampaui perbedaan agama, namun identitas
agama tetap menjadi bagian penting dari individu yang harus diakui dan diterima oleh
pasangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2018), "Meskipun cinta dapat mengatasi
banyak hal, identitas agama adalah bagian integral dari diri seseorang yang tidak bisa
diabaikan." Kebebasan individu untuk memilih pasangan berdasarkan hak asasi manusia harus
diimbangi dengan tanggung jawab terhadap komitmen pernikahan dan kewajiban agama, serta
menghormati keyakinan masing-masing tanpa merugikan orang lain (Hardiman, 2015).
Pasangan harus menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara cinta dan identitas
agama mereka, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Wawan dan Mei yang saling

menghormati praktik ibadah masing-masing.
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Perspektif Agama

Perspektif agama menunjukkan bahwa interpretasi dan aturan dalam setiap agama
berbeda-beda terkait pernikahan beda agama. Dalam Islam, terdapat aturan ketat yang
membatasi pernikahan dengan non-Muslim, namun terdapat juga interpretasi moderat dalam
situasi tertentu. Menurut Shihab (2011), "Islam umumnya melarang pernikahan wanita Muslim
dengan pria non-Muslim, kecuali dalam situasi tertentu di mana ada kepentingan yang lebih
besar untuk dipertimbangkan.” Sementara itu, gereja-gereja Protestan lebih fleksibel dalam
menerima pernikahan antariman asalkan ada komitmen untuk saling menghormati (Rahardjo,
2007). Tantangan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari secara harmonis
memerlukan kompromi dan dialog terbuka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mujib (2010),
"Kompromi dan dialog adalah kunci untuk menjalankan ibadah dalam pernikahan beda

agama."

Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, undang-undang di Indonesia sering kali tidak mengakomodasi
pernikahan beda agama, menyebabkan pasangan harus mencari solusi melalui jalur hukum
seperti penetapan pengadilan. Manan (2017) menyatakan, "Banyak pasangan beda agama harus
melalui proses hukum yang kompleks untuk mendapatkan pengakuan sah atas pernikahan
mereka." Hal ini menunjukkan perlunya revisi hukum untuk lebih mengakomodasi
keberagaman agama di Indonesia. Kasus Lani dan Setiawan yang berhasil mendapatkan
pengakuan sah melalui penetapan pengadilan menyoroti pentingnya dukungan hukum dalam
pernikahan beda agama.

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia menjadi topik pembicaraan publik yang
signifikan karena keberagaman agama yang memungkinkan interaksi lintas agama lebih intens,
terutama di kota-kota besar. Modernisasi, globalisasi, dan peningkatan kesadaran akan hak
asasi manusia telah membuat generasi muda lebih terbuka terhadap pernikahan beda agama.
Meskipun demikian, pernikahan beda agama masih menghadapi tantangan hukum, stigma
sosial, dan konflik keluarga. Dari perspektif filsafat, pernikahan beda agama mengangkat isu
tentang cinta, identitas, dan kebebasan individu, sementara perspektif agama menunjukkan
beragam interpretasi dan aturan yang mempengaruhi kehidupan pasangan. Perspektif hukum
mengungkap hambatan legal yang dihadapi oleh pasangan beda agama di Indonesia. Secara
keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya memahami kompleksitas pernikahan beda
agama dan mendukung hubungan yang harmonis di tengah perbedaan melalui pendekatan yang

inklusif dan dialog terbuka.
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Untuk mendukung pasangan beda agama di Indonesia mencakup beberapa aspek
penting. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk lebih mengakomodasi keberagaman agama dan
memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasangan beda agama. Selain itu,
peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan
penghargaan terhadap perbedaan agama sangat diperlukan untuk mengurangi stigma sosial
terhadap pasangan beda agama. Layanan konseling pernikahan yang melibatkan berbagai
pihak, termasuk pemuka agama, ahli hukum, dan psikolog, dapat membantu pasangan beda
agama menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Pasangan beda agama juga harus didorong
untuk terus melakukan dialog terbuka tentang keyakinan dan praktik keagamaan mereka untuk
mencapai kompromi yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, diperlukan
penelitian lebih lanjut mengenai dinamika pernikahan beda agama di Indonesia untuk
memperdalam pemahaman dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk mendukung
pasangan beda agama.

Secara akidah Islam, pernikahan beda agama memiliki aturan yang jelas. Pria Muslim
diperbolehkan menikah dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) dengan
syarat bahwa wanita tersebut benar-benar beriman kepada Kitab mereka (Qur'an surat Al-
Maidah ayat 5). Sebaliknya, wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-
Muslim, termasuk mereka yang bukan Ahli Kitab, untuk menjaga keimanan dan akidah.
Kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang oleh pria, yang diharapkan membimbing
keluarganya sesuai ajaran Islam. Dalam perkawinan beda agama, perbedaan keyakinan dapat
mengganggu pelaksanaan ibadah dan kewajiban agama, sehingga penting untuk menciptakan
kesatuan agama dalam keluarga guna mencapai keharmonisan dan kedamaian. Pandangan dan
implementasi hukum Islam terkait pernikahan beda agama dapat berbeda tergantung pada
interpretasi ulama dan kondisi sosial budaya setempat.

Secara keseluruhan, dari perspektif Islam, pernikahan beda agama memerlukan
pendekatan yang hati-hati dan penuh pengertian, dengan tujuan utama menjaga keharmonisan

dan keutuhan iman dalam keluarga.

Analisis Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi resmi
mengungkapkan beberapa tema utama seperti identitas agama, kompromi dalam ibadah, dan
dukungan sosial. Kasus-kasus seperti Andi dan Silvi, Wawan dan Mei, Lani dan Setiawan,

serta Noni dan Alwi menunjukkan bagaimana pasangan beda agama berusaha menjaga
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keseimbangan antara cinta dan identitas agama mereka melalui dialog terbuka dan saling
menghormati. Dukungan dari komunitas advokasi, konseling pernikahan, dan penetapan
pengadilan juga menjadi faktor penting dalam membantu pasangan mengatasi tantangan yang
mereka hadapi.

Secara keseluruhan, pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi berbagali
tantangan dari perspektif filsafat, agama, dan hukum. Untuk mendukung hubungan yang
harmonis di tengah perbedaan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan pendekatan
yang inklusif dari semua pihak. Artikel ini memberikan wawasan komprehensif tentang
fenomena ini dan menunjukkan bahwa dengan dialog terbuka dan dukungan yang memadai,
pasangan beda agama dapat membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan di tengah

keberagaman.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan beda agama di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan memerlukan
pendekatan dari berbagai perspektif, seperti filsafat, agama, dan hukum. Perspektif filsafat
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara cinta dan identitas agama, mengakui
bahwa identitas agama adalah bagian integral dari diri seseorang. Perspektif agama
menunjukkan bahwa interpretasi dan aturan terkait pernikahan beda agama bervariasi di setiap
agama, dengan beberapa agama memiliki aturan ketat sementara yang lain lebih fleksibel. Dari
perspektif hukum, banyak pasangan beda agama harus melalui proses hukum yang kompleks
untuk mendapatkan pengakuan sah, menunjukkan perlunya revisi undang-undang untuk lebih
mengakomodasi keberagaman agama.

Untuk mendukung pasangan beda agama, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memberikan perlindungan
hukum yang lebih jelas. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya
toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama untuk mengurangi stigma sosial. Selain
itu, layanan konseling pernikahan yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu pasangan
beda agama mengatasi tantangan mereka. Pasangan beda agama harus didorong untuk terus
melakukan dialog terbuka tentang keyakinan mereka untuk mencapai kompromi yang
harmonis. Terakhir, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman

tentang dinamika pernikahan beda agama di Indonesia.
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